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KATA PENGANTAR 

  

Syukur & Puji Tuhan, karena atas tuntunan-Nya kami 

dapat menyelesaikan penulisan buku dengan judul 

“EKSEKUSI LAUT: Berfilsafat Tentang Hukuman Legal Di 

Indonesia, Alternatif Solustif Penghapusan Hukuman Mati, 

dan Minimalisasi Kejahatan”. Melalui permenungan dan 

refleksi panjang atas kejahatan yang kian tak terbendung di 

tanah air, pro-kontra eksekusi mati yang masih tidak 

berkesudahan walaupun secara terang-terangan kontradiksi 

dengan pancasila sebagai dasar moral bangsa dan UUD 1945, 

bahkan penerapannya yang seakan tidak transformasional 

secara substansial, dan kecil sekali pengaruh efek jera bagi 

pelaku dan penjahat potensial, kami terinspirasi dan terdorong 

secara ilmiah atas dasar keprihatinan melakukan pengkajian 

kritis-filosofis terhadap hukuman legal tanah air untuk 

mencari alternatif-solutif minimalisasi kejahatan tanah air dan 

penghilangan eksekusi mati. Hal ini penting karena banyak 

pandangan yang tidak menyetujui hukuman mati karena 
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pelanggaran HAM disertai alasan yang sangat rasional tetapi 

tidak menghasilkan alternatf-solutif yang lebih berkualitas 

dalam mendukung nilai kemanusiaan dan penciteraan bangsa. 

Eksekusi Laut adalah salah satu solusi jitu, karena telah 

digagas secara mendasar, substantive, tidak spekulatif kosong, 

melainkan transformatif bagi perbaikan peradaban tanah air. 

Eksekusi laut adalah alat hukum yang mengcover nilai-nilai 

kemanusiaan, memposisikan secara tepat kewenagan Negara, 

melibatkan Tuhan dalam proses pertobatan untuk 

penyelamatan manusia. Pada perspektif ini, tidak lagi ada 

lapas, atau rutan yang memenjarahkan manusia, 

memenjarahkan kemanusiaan, tetapi yang ada hanyalah Rufsi 

(rumah refleksi).  

Oleh karena right of life secara fundamental adalah non-

derogable rights, maka eksekusi laut merupakan alat hukum 

yang paling tepat dalam mendukung summum bonum untuk 

capaian bonum commune. 

Demikian, kehadiran buku ini sangat baik untuk dijadikan 

referensi bagi  regulator, Negara, pemerintah, penegak 

hukum, dan masyarakat untuk kepentingan penataan perilaku 

moral-etikal dan reformulasi kebijakan, supremasi hukum, 
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dan peningkatan kualitas putusan hukum. Lebih dari itu, 

dengan diberlakukan eksekusi laut, manusia semakin 

menemukan jati dirinya, semakin menghargai kehidupan, 

memiliki kesadaran moral akan pentingnya membangun 

intimacy relationship with God untuk sebuah pertobatan dan 

penyelamatan demi perbaikan peradaban bangsa. 

Kami berharap buku ini bisa bermanfaat tidak hanya 

mencerahi budi, hati dan perasaan, tetapi juga membangun 

optimisme rasional untuk perbaikan masa depan yang cerah 

lewat perilaku yang baik dan sikap untuk lebih menghargai 

hidup. Semoga buku ini bisa menjadi referensi yang baik dan 

sarana komunikasi efektif untuk proses lebih lanjut dalam 

upaya pemberlakuan Hukuman Eksekusi Laut di tanah air. 

 

Salam 

 

Penulis 
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BAB I 

FILSAFAT HUKUM 

 

 

D. Apa itu Filsafat 

Banyak dari kita yang sedang berfilsafat tetapi tidak sadar 

bahwa ia sedang berfilsafat, bahkan bisa tidak paham bahwa 

ia sedang berfilsafat. Oleh karena itu penting pemahaman 

awal tentang pengertian filsafat. Filsafat merupakan the old 

science. Hal ini dapat dimengerti karena filsafat muncul di 

zaman Yunani Kuno. Pada masa itu semua ilmu dinamakan 

filsafat. Di Yunani, saat itu lahirlah pengertian filsafat. Kata 

filsafat tentu berasal dari kata Yunani  “Philosophia 

(filosofia)”, berasal dari kata kerja (verb) “filosofein” yang 

berarti “mencintai kebijaksanaan”, Philoshopia berasal dari 

gabungan kata “Philein” yang berarti cinta dan “Shopia” yang 

berarti kebijaksanaan (Muhdi, 2012, p. 240). 

Filsafat merupakan pandangan kritis yang sangat 

mendalam atau mendasar, menyentuh ke akar eksistensi 

sesuatu. Pengertian ini sesuai dengan pendapat Magnis 

Suseno (1995:20) bahwa filsafat sebagai ilmu kritis. Filsafat 

adalah sejarah pemikiran-pemikiran tentang yang esensial; 

menyentuh hakikat kenyataan, dan radikal; menyentuh akar 

kenyataan (Hadirman, 2004).  

Filsafat adalah tempat dimana pertanyaan-pertanyaan 

dikumpulkan, diterangkan, dan diteruskan sehingga filsafat 

disebut juga sebagai ilmu tanpa batas. Filsafat tidak 
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BAB II 

PRINSIP HUKUMAN LEGAL 

 

A. Asas/Prinsip 

Menelitik prespektif prinsip hukuman legal melalui apa 

yang dinamakan Prinsip atau asas hukum, sebagai sarana yang 

membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang serta 

menunjukan kalau hukum itu bukan sekedar kosmos kaedah. 

kekosongan atau kumpulan dari peraturan belaka, sebab asas 

hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Asas 

hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan 

suatu peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan 

melahirkan suatu peraturan selanjutnya. 

Sebelum mengkaji lebih jauh, terkait apa yang dinamakan 

hukuman legal maka asas hukum, menjadi alat anasir untuk 

mengisi kekosongan dan kesenjangan hukum. Asas hukum 

akan menghindari keterbelakangan aturan normatif dari 

realitas. Dari hukum yang normatif dan terus berjalan tertatih-

tatih di belakang kenyataan (het recht hint antcher).  

Suparto Wijoyo mengemukakakan bahwa banyak yang 

memberikan komentar diantara ahli yuridis mengenai asas/ 

prinsip hukum sebagai ground norm (Kelsen) dan penting 

dalam penyusunan sebuah aturan
1
 : 

1. Asas hukum itu adalah tendensi-tendensi, yang 

disyaratkan pada hukum oleh pandangan kesusilaan 

kita (Paul Scholten). 

                                                           
1
https://www.negarahukum.com/hukum/prinsip-prinsip-hukum.html 
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BAB III 

HUKUMAN MATI DI INDONESIA 

 

A. Apa Hukuman Mati 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

Hukuman Mati adalah hukuman yang dijalankan dengan 

membunuh (menembak, menggantung) orang yang bersalah.
18

 

Hukuman mati atau pidana mati pada dasarnya merupakan 

penjatuhan atau vonis menurut undang-undang kepada 

seorang pelaku tindak pidana akibat dari kejahatan kategori 

berat yang ia lakukan. 

Sebagai ilustrasi, dahulu hukuman mati dipandang 

relevan, sah dan dilakukan secara terbuka didepan umum, 

dengan cara dipancung, dibakar, atau bahkan disiksa hingga 

mati. Di hampir seluruh dunia, hukuman mati dilakukan untuk 

kejahatan-kejahatan subversif berupa penghinaan terhadap 

Raja atau Pimpinan Agama, kejahatan perang dan 

pemberontakan, kriminalitas yang disertai dengan kekejaman, 

dan lain-lain. Kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman mati 

ada pada Raja, Panglima Perang, Pimpinan Agama, atau 

Hakim yang ditunjuk oleh Raja. Seringkali keputusan untuk 

menjatuhkan hukuman mati tidak mengacu pada sandaran 

Undang-undang, namun hanya berdasarkan titah Raja.
19

 

                                                           
18

https://kbbi.web.id/hukum 
19

Mufti Makarim, http://referensi.elsam.or.id/wp-

content/uploads/2014/12/BEBERAPA-PANDANGAN-TENTANG-

HUKUMAN-MATI-DEATH-PENALTY-DAN-RELEVANSINYA-

DENGAN-PERDEBATAN-HUKUM-DI-INDONESIA.pdf, Pusat 

Dokumentasi ELSAM 
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BAB IV 

DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN 

HAKIM 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, 

mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 

kepadanya dan perkara-perkara tersebut berupa Perkara 

pidana, perdata maupun tata usaha negara. Pada pasal 3 dan 4 

disebutkan pula bahwa semua peradilan negara yang 

menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan adalah 

berdasarkan Pancasila dan peradilan dilakukan “Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta 

dilakukan dengan bebas dari segala campur tangan dan tidak 

membeda-bedakan orang. 

Sepenggal kata, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa merupakan kekuatan substansial atas suatu 

kekuatan yang berdaulat dalam kewenangan hakim untuk 

merujuk pada suatu keputusan hukum yang telah di kaji, di 

analisa secara cermat dan penuh kehati-hatian dalam seuatu 

peristiwa hukum. 

Menurut Sudarto, hakim memberikan keputusannya 

mengenai hal-hal sebagai berikut:
52

  

1. Kepusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah 

terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan 

kepadanya.  

                                                           
52

Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1990), 

hal.74. 
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BAB V 

ETIKA HUKUMAN MATI 

 

Pidana/hukuman mati telah menimbulkan polemic dan 

perdebatan panjang di kalangan ahli hukum. Perdebatan ini 

muncul karena pidana/humuman mati berkaitan dengan 

pencabutan hak hidup seseorang, sebagai ciptaan Tuhan yang 

paling mulia. Kehidupan seseorang merupakan hak dasar 

yang tidak boleh direnggut dari padanya, dan harus 

dilindungi. Di satu sisi mereka yang menolak hukuman mati 

berpendapat bahwa Negara tidak mempunyai hak untuk 

mencabut nyawa seseorang. Pemberian hukuman mati 

terhadapa seserang dianggap bertentangan dengan Pancasila 

dan HAM. Disisi lain pendapat mendukung penerapan 

hukuman mati berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal 

yang wajar mengingat seseorang telah melakukan kejahatan 

yang mengganggu ketertiban umum, dan oleh karenanya  

tidak bertentangan dengan Pancasila. 

Sejak tahun 1987 Negara Indnesia mulai memberlakukan 

hukuman mati untuk beberapa kasus tertentu seperti 

pembunuhan berencana, terorisme, dan perdagangan obat-

obatan terlarang. Pelaksanaan hukuman mati biasanya terjadi 

setelah Presiden dan pengadilan menolak permohonan grasi 

yang diajukan oleh terpidana.  Terkait pemberlakuan humuna 

mati, setiap agama yang diakui di Indonesia memiliki 

perspektif sesuai dengan ajaran agama masing-masing.  
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BAB VI 

EKSEKSI LAUT 

  

 

A. Laut Indonesia: Selayang Pandang 

Indonesia sudah sejak dulu dikenal sebagai negara 

kepulauan. Ada begitu banyak pulau di Indonesia, baik yang 

bernama maupun yang belum memiliki nama. Banyaknya 

pulau menunjukan bahwa keseluruhan besar wilaya Indonesia 

adalah laut. Luas wilayah kelautan di Negara Kesatuan 

Indonesia melebihi dari daratan. Dari 17.499 pulau dari 

Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki luas adalah 7,81 

juta km
2
 yang terdiri dari 2,01 juta km

2
 daratan, 3,25 juta km

2
 

lautan, dan 2,55 juta km
2
 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). 

Oleh karena itu Indonesia dikenal merupakan negara 

kepulauan yang terbesar di dunia (Warta BPHN, 2015). 

Jelaslah bahwa luas lautan di Indonesia secara 

keseluruhan adalah sebesar 5,80km
2
; jauh lebih luas dari 

daratan, sekitar 74%. Realita ini menarik perhatian untuk 

mendapat sorotan pemerintah terkait arah kebijakan 

pembangunan nasional di berbagai sub sektor. Mengapa 

tidak? Berbagai alasan dapat dikenakan pada laut sebagai 

faktor penghalang proyek pembangunan di berbagai bidang 

kehidupan, baik secara perorangan maupun secara bersama-

sama termasuk negara. 

Dari segi pelayanan publik dan bisnis misalnya, laut 

dijadikan kendala menurunnya kinerja, apa lagi pada daerah-

daerah terpencil yang harus dijangkau dengan perhubungan 

laut. Transportasi laut menjadi objek konsentrasi serius 
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BAB VII 

FAKTA SEJARAH  

EKSEKUSI LAUT 

 

A. Eksekusi Laut Abad VIII 

Eksekusi laut bukan jenis hukuman yang dinilai baru, 

tetapi sudah ada sejak dulu. Pada abad VIII atau sekitar tahun 

782/781-753 sebelum Masehi terjadi eksekusi laut yang 

menimpa seorang tokoh bernama Yunus bin Amitai.
131

 Yunus 

dikenal pada saat itu hingga sekarang sebagai seorang Nabi 

sebagaimana nabi-nabi lainnya yang dipanggil untuk 

melayani Allah. Karena sebagai seorang nabi, Yunus 

diperintahkan Allah untuk bermisi ke Niniwe, ibu kota Assyur 

untuk menobatkan daerah dan masyarakatnya. Saat itu Assyur 

dalam pemerintahan Raja Yerobeam II. Lokasi Niniwe berada 

di timur laut Mesopotamia (kiri Irak) di sungai Tigris. Kini, 

kota Niniwe itu tidak ada lagi, karena telah dimusnahkan pada 

sekitar tahun 612 sM. Walaupun sudah tidak ada, Niniwe kala 

itu adalah musuh yang sangat dibenci Israel.
132

 Kisah perihal 

Niniwe adalah fakta sejarah pengutusan Yunus untuk 

menobatkan orang berdosa di Niniwe.  

                                                           
131

Stanislaus Darmawijaya, Kitab Yunus: Suatu Pengamatan, Jurnal 

Orientasi Baru, Volume 04 (Yogyakarta: IKIP Sanata Darma, 1990), hal. 

47. https://e-journal.usd.ac.id.  
132

Kueency Christie Wauran, Prosiding Kitab Yunus: Pengajaran Tentang 

Penentuan Tuhan dalam Kitab Yunus, Conference Peper (Makasar: STF 

Jaffray, 2015)  
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BAB VIII 

EKSEKUSI LAUT:  

Pergerakan Pemerdekaan Kemanusiaan 

 

Eksekusi laut dipandang sebagai sebuah solusi terhadap 

permasalahan penerapan eksekusi mati yang masih diterapkan 

di Indonesia, walaupun sampai saat ini masih kontraversial, 

bahkan terhadap Ideologi Pancasila. Oleh karena itu eksekusi 

laut perlu dijadikan kebijakan solutif sebagai hukuman bagi 

pelaku kejahatan jenis hukuman pidana maksimal atau 

kurungan seumur hidup, pun terkait kerugian Negara yang 

ditaksir di atas 10 M dalam kasus korupsi atau suap dan 

pengatasian kejahatan. 

Eksekusi laut dipandang sebagai tindakan hukum dalam 

rangka pergerakan pemerdekaan kemanusiaan. Mengapa 

tidak? Pada ketinggian 1945 kaki sebagai tahun kemerdekaan 

bangsa Indonesia, dan di atas areal eksekusi yakni di laut 

arafura yang bersejarah itu lahirlah hukuman eksekusi laut 

untuk mengajak pembaruan dan pertobatan pada sebuah 

kemerdekaan dan keselamatan karena keyakinan teguh pada 

ketuhanan yang Mahaesa. Pelaku yang terkena putusan 

hukuman eksekusi laut dihukum dengan memberikan 

kesempatan baginya untuk merdeka dan dibebaskan jika telah 
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